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TINJAUAN

" Oleh M. Habib Chirzin

_ iskursus tentang masalah hak-hak
asasi. manusia akhir-akhir ini mem-

hubungannya dengan masalah pem-
bangunan yang berkelanjutan seria pembangunan
yang beipusat pada rakyat (manusia), Keterkaitan
yang esensial antara hak-hak asasi manusia
dengan masalah lingkungan hidup, pembangunan
dan perdamaian, akhir-akhir ini semakin diapre-
siasi dan disadari oleh para penentu kebijakan,
pakar dan pekerja pembangunan, pembela hak-
hak asasi manusia dan pemrakarsa perdamaian.
Sehingga, terjadi berbagai diskursus yang men-
dasar tentang konsep-konsep hak-hak asasi ma-
nusia, penjabaran dan implementasinya, sesuai

_dengan perkembangan masyarakat global, situasi
sosio-kultural dan historis masyarakat lokal, serta
budaya asli yang konkret,
. Setelah berhasil diselenggarakannya ' Kon-
perensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan
Pembangunan’ (UNCED), atau yang terkenal
dengan sebutan "KTT Bumi” (Earth Sunwnit)
pada bulan Juli 1992, yang dihadin oleh kepala-
kepala negara dan pemerintahan seita pimpinan
lembaga-lembaga di lingkungan PBE serta para
pemuka lembaga swadaya masyarakat interna-

oo 80DA], ik pada 1abyn 1993 yang akan datang

kepada “’Konperensi Dunia tentang Hak Asasi
Manusia™. Sebagaimana besarnya kepedulian
dunia terhadap masalah lingkungan hidup dalam
hubungannya dengan masalah pembangunan
yang berkelanjutan, maka semakin berkembang
pula kepedalian masyarakat dunia terhadap ma-
salah hak-hak asasi manusia sebagai hakekat dari
pembangunan manusia seatthnya.

Konperensi ini mernpakan konperensi inter-
nasional hak-hak asasi manusia yang ketiga.
Konperensi internasional yang pertama dise-
lenggarakan di Teheran, pada tahun 1968, yang
sekaligus menandai ulang tahun ke-20 Universal
Declaration of Human Rights, dan dihadiri oleh
84 negara, Konperensi ind telah mengesahkan The
Proclamation of Tehran dan 29 resolusi. Konpe-
rensi tersebut telah pula memberikan dorongan
bary bagi kegiatan PBB dalam masalah hak-hak
asasi manusia.

Untuk mengakses perkembangan dalam
lapangan hak-hak asasi manusia dan meformu-
lasikan berbagai rekomendast bagi peningkatan
efeltifitas kegiatan PBR dalam hak-hak asasi ma-
nusia, dalam Sidang Umumnya yang ke-45 pada
tahun 1650, PEB memutuskan untuk menyeleng-
garakan The World Conference on Human Rights
pada bulan Juni 1993 di Wina, Austria. Konpe-

masyarakat dunia akan ditarik perhatiannya

rensi ini, sepertt dikemukakan dalam The World
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Conference on Human Rights and fts Prepa-
ratory Process (IMADR Secretariat, 1992, hal,
1), antara fain dimaksudkan untuk:

1. Meninjau dan mengakses kemajuan vang
telah dicapai di lapangan hak-hak asasi
- manusia dan mengidentifikast hambatan dan
- CAra mengatasinya;
2. Mengnji hubungan antara pembangunan de-
“ngan penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan
kulmral;

3. Mengkaji cara dan jalan peningkatan pelak-
sanaan standar dan instrumen hak-hak asasi
manusia yang {elah ada;

4. Mengevalusi efektifitas metoda dan melkanis-
me yang dipakai olch PEB;

3. Meformalasikan rekomendasi yang konkret

. -untuk meningkatkan efektifitns kegiatan PBB

_- dan mekanisme dalam lapangan hak-hak asasi

. manusia;

6. Membuat rekomendasi untuk menjamin ke-

. uangan yang diperlukan dan sumber daya
lainnya bagi kegiatan PBE.

Masalah hak-hak asasi manusia dewasa ini
telah memperoleh perspekiif baru dalam hu-
bungannya dengan proses globalisasi yang pada
saat ini tengah berlangsung. Juga lantaran ber-
bagai perubahan yang tecjadi di berbagai kawasan
di dunia, yang melahitkan berbagat fenomena
ba, seperti serakin berkembang dan menguat-
nya kerjasama dan solidaritas masyarakat sipil
(civil society), berkembangnya konsep-konsep
baru tentang keamanan (securify) dan perdamaian
yang berkelanjutan (susiainable peace), konsep
kedaulatan (sovereignty} dan dipikirkannya
kembali konsep negara kebangsaan (nation-
state), alau setidak-lidaknya kebijakan-kebijakan
tentangnya dalam konteks globatisasi,

Kalau pada tahun 1948 yang lalu, Deklarasi
Universal tentang Hal Asasi Manusia dirumus-
kan di dalam 30 pasal secara sumir, maka pada
tahun 1966 ielah dilakukan peniabaran dari Dek-

Social and Cultural Rights, dan Internaiional
Covenant on Civil and Political Rights. ¥ alau
Deldarasi Universal tentang FHak Asasi Manusia
— yang merupakan generasi pertama hak-<hak
asasi manusia itu — lebih menckankan hak poli-

tik dan hak sipil, sedang konvensi internasional .

tersebut di atas — yang juga disebut generasi ke-

dua hak-hak asasi manusia — telah menge'mr'

bangkan hak sosial, ckonomi dan budaya secara
Inas, maka kelahiran **Hak Asasi-atas-Pemba-

nounan’ (The Rightsto-Development) pada Si-

dang Umum PBBBesember-1986.telah mengem-
bangkan Collective Rights dan Peoples Righis'
yang lebih-luas, Inilah yang disebut hak-hak asasi
manasia generasi-ketiga-(lihat Clarence Diaz).
Baru-baru ini telah pula dilahitkan The rrer-
national Convention on the Rights of the Child
dan The International Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families yang pada saat
ini tengah dalam proses ratifikasi. Proses ratifi-
kasi dari Konvensi tentang Hak- hak bagi Anak-
anak ini mengalami perkembangan yang sangal
cepat dan sangat menggembirakan. Hal ini antara
lain disebabkan oleh karena peran lembaga swa-
daya masyarakat intermasional yang selama ini te-
lah mengadvokasi Collective Rights dan me-
ngembangkan program-program yang berhu-
bungan dengan anak-anak, peran UNICEF,
Cenler for Human Rights dan World Summit for
Children serta dukungan dari berbagai pe-
merintah, Misalnya, pada bulan Desember 1990
yang lalu, telah diselenggarakan dua acara inter-
nasional tentang hak asasi bagi anak-anak: A
Global Consultation on Implementation Stra-
tegies for Children's Rights, yang diselenggara-
kan di UNICEF International Child Development
Cenire di florence, iali, dan A Workshop on the
Rights of Child di New Deili, India, yang didu-
kung oleh Pusat Hak Asasi Manusia PBB. Selan-
jutnya, pada bulan Februari 1991, telah dipilih
sepulub orang Komite untuk Hak Asasi bagi
Anak-gnak yang kemudian mengadakan mpat di

Tarasiversebar @ delam SuT Rovensy memns
sionak: Tniernational Covenant on Economic,

Jeilewa pada ianggai 2> Nopember hingga 13
Desember 1991,
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. Oleh karena seniralnya masalah hak-hak asasi
' manusia, yang merupakan persoalan mendasar
5 bag1 kehidupan manusia; baik secara pribadi ma-
-pun kelompek dan dalam hubungan antar bangsa,
“‘baru-baru ini isu terssbut dijadikan tema sentral
‘-oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada konpe-
“ensi tahunannya bérsama lembaga swadaya ma-
ar_akat internasional, Kali ini, masalah keadilan
~~dan hak asasi dibicarakan dalam konteks per-
. damaian, keadilan dan pembangunan dalam rang-
ka -Penyusunan Tatanan Dunia Bary. Di dalam
“Konperensi internasional” yang diselenggarakan di
imarkas besar PBB, ‘pada tanggal 11-13 Sep-
“temnber 1991 tersebut, hadir 1.000 orang dari
“berbagai pusat studi dan Jembaga swadaya ma-
syarakat dari selurah'dunia. Mereka selama ini
~menekuni berbagai bidang kajian dan kepedulian
sosial yang berancka ragam - mulai dari lemba-
ga-bantnan hukum, lembaga pembela hak-hak
“asasi manusia, wahana lingkungan hidup, lem-
“baga keagamaan dan organisasi wanita, lembaga
“pengembangan media dan informasi sampai
“dengan pusat studi perdamaian dan masa depan,
- -Selama ini lembaga-lembaga sindi, lembaga-
“lembaga swadaya masyarakat dan lfembaga-lem-
“baga sosial keagamaan tersebut telah membangun
jaringan regional dan internasional yang telah
meningkatkan efektifitas studi, program aksi
maupun kegiatan advokasinya, Dan mereka telah
pula melakukan berbagai inisiatif bagi upaya-
upaya perdamaian dengan berbagai kajian dan
‘penelitian perdamaian, pendidikan perdamaian
dan diplomasi — bukan saja di kawasan yang se-
"dang terjadi konflik, eiapi juga di dalam masya-
“rakat dunia secara luas. Berbagai inisiatif, kajian
dan program pendidikan serta program aksi i te-
‘lah ‘memberikan perspekiif baru dalam melihat
permasalahan dunia dan kemanusiaan, seria
“memberikan alternatif bagi pembangunan yang
lebih adil, damai, berkelanjutan dan partisipatif,

sun, sebelum akhirnya disahkan oleh Sidang .
Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1986. Se-
menjak tahun 1981 suatu kelompok kerja wang
terdiri dari para ahli tentang Hak Asasi atas
Pembangunan telah dibentuk oleh Dewan Eko-
nomi dan Sosial PRB (BCOSCO), untuk mela- -

kukan studi tentang wilayah dasn isi dari “"Hak

Asasi aias Pernbangunan’” ini dan cara-cara yang |

 paling efektif untuk menjamin realisasinya'di
semua negara dalam bidang hak ekonomi, sosial .

dan budaya, vang didukung oleh instromen inger-
nasional yang beraneka ragam, Secara khusus
perhatian diberikan kepada kemungkinan ham-
batan-hambatan yang dihadapi oleh negara-nega-
ra yang sedang berliembang di dalam upaya ‘me-
reka untuk menjamin terlmdungmya hak- hak
asasl manusia.

Jauh sebelum itn, scbenarnya bcberapa
deklarasi telah dirancang di lingkungan PBR,
Nanwumn pemikiran dan istilah ~’Hak Asasi atas
Pembangunan’” tidak pernah muncul dan dxpdkal
orang pada lingkaran internasional, sampai ‘de-
ngan pada iahun 1966, ketika Menteri Luar Ne-
geri Senegal menyampaikan pidatonya di Sidang
Umum PBB, saat ia mengemukakan tentang
perlunya penyusunan “Tatanan Ekonomi Duma
Bary’’. D) situ ia mengatakan:

Not only must we gffirm our right to developmer,
but we must also take the sieps which will enable
this rights to become a reality, We must build a new
systern, based nof only on the theoretical affinnation
of the sacred rights of peoples and nations but on the
actual enfoyment of these rights”. (Lihat ""Human
Righis Newsleiter'”)

Uniuk beberapa lama pemikiran tentang Righis
to Development ini hilang kembali dari per-
¢daran, dan baru pada tahun 1972 ia muncul
kembali ke permukaan ketika Jaksa Agung Sene-
gal, Keba M'Baye menyampailan kuliah perdana
di International Institute of Human Rights di
Strasbourg, yang bertajuk ""The Right fo
Development as Human Righi” . Xeba M’ Baye
sendiri memegang peran yang sangat penting i

‘Hak Asasi atas Pembangunan

sebagai Hal: Asast Manusia

weiSehenay Ty ars harast H ek Peeasiwtns Perrloas
‘ngunan’ ini telah lama direncangkan dan disu-

datarrmen g oAtk Teso 4 (KT oleh
Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1977.
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:Dalam paragrap 4 resolusi tersebut, dinyatakan
“bahwa ECOSOC harus memanggil Sekretaris
Jenderal PBB, 'yang bekerjasama dengan
UNESCO dan lembaga-lembaga lain vang
berkompeten, untuk melakukan kajian tentang
..djmc1351 mtenmxona} dari Rzgizt to Deuelopmm
L

Dan proscs pcmmusan serta pengesahannya
'3:dapat ditihat bahwa deklarasi hak asasi atas
Epembangnnan ini merupakan inisiatif dari
kalangan masyarakat Dunia Ketiga. Setelah
.melewati proses yang panjang, akhimya inisiatif
ituditerima oleh Sidang Umum PBEB pada
tanggal 4-Desember 1986, Deklarasi ini diterima
dengan pemungutan-suara, di mana 146 suara
menyatakan setuju, melawan 1-(satu) suara
menolak (Amerika Serikat) dan 8 (delapan)-suara
.abstam (Denmark, Finlandia, Iceland, Swedia,
Israel, Jepang, Inggeris, Republik Federal
Jerman). Pan hanya Nonwegia yang menerima
deklarasi tersebut di antara negara-negara
Skandinavia.

’Hak Asasi atas Pembangunan®’ tersebut
disusun berdasarkan tujuan dan prinsip dari
Deklarasi PBB yang berhubungan dengan
-pencapaian kerjasama internasional dalam
memecahkan masalah internasional di bidang
ckonomii, sosial, budaya dan kemanusiaan, serta
dalam meningkatkan dan mendorong
penghormatan terhadap hak-hak asasi dan
kebebasan dasar bagi semua tanpa pembedaan
keturunan, jenis kclamin, bahasa dan
kepercayaan. PBB menyadari bahwa
pembangunan merapakan proses yang
komprehensif di dalam bidang sosial, ckonomi,
budaya dan politik, yang berfujuan unwk untuk
meningkatkan  secara - terus-menerus
kesejahteraan schuruh penduduk dunia dan semua
individu atas dasar partisipasi mereka secara
aktif, becbas dan bermakna di dalam
pembangunan dan di dalam pembagian yang adil
dan layak terhadap hasil pembangunan tersebut.
Ia juga mempertimbangkan bahwa, di bawah
pmviqi Dielkdarae Ilndvereal untnl Tale A cnel

tatanan sosial dan dunia ¢i mana hak-hak: dan :
kebebasannya yang tercantum di dalamnya dapa[
direalisasikannya secara penuh, a

Kesadaran bahwa perdamaian mtemasmnai .
dan keamanan merupakan unsur yang esensial
bagi pelaksanaan pembangunan telah mengithanm -
perumusan Hak Asasi atas Pembangunan ini, Hal
ini meneguhkan kembali hubungan yang sangat
dekat antara perlucutan senjata dengan
pembangunan, Dan kemajuan di dalam bxdang;-'
perlucutan scnjata untuk sangat mempengaruhi -
kemajuan di bidang pembangunan. Demikian
pula, sumber daya yang dibelanjakan lewat
program perlucutan senjata hendaknya’
disumbangkan bagi pembangunan sosial .dan
ekonomi serta kesejahteraan semua rakyat
Khususnya bagi masyarakat di negara- negara
vang sedang berkembang,

Landasan perumusan ""Hak Asam atas
Pembangunan™ ini adalah pengakuan bahwa
pribadi manusia merupakan sentral dan subyek
bagi proses pembangunan. Dan kebijakan.
pembangunan hendaknya menjadikan manusia
sebagai partisipan dan sasaran utama bagi
pembangunan. Upaya pada tingkat internasional
untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak
asasi hendaknya dibarengi dengan upaya untuk
menyusun tatanan ckonomi internasional baru.
Alas dasar itu maka disepakatilah Deklaras;
tentang Hak-hak asasi atas Pembangunan.

Isi dari ""Hak Asasi alas Pembangunan’”.ini
antara lain hal-hal yang fundamental teniang
hubungan antara hak-hak asasi mapusia pada
nmumnya dengan masatah pembangunan sosial,
gkonomi, budaya dan politik, Misalnya, di dalam
Pasal 1 disebutkan bahwa, ""Hak Asgasi atas
Pembangunan’® adalah hak-hak asasi manusia
yang tidak terpisah-pisahkan di mana setiap
pribadi manusia dan semua rakyat berhak untuk
berpartisipasi, memberikan sumbangannya dan
untuk menikmati pernbangunan sosial, ekonomi,
budaya dan politik, di mana seluruh hak-hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dapat sepenuhnya

28 Dmm

di.raalisaailan Vnn‘t},a)

Manusia, setiap pribadi berhak sk menikmati

bangunan’’ juga mengampiikasikan realisasi
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penuh dari hak rakyat untuk penentuan nasib sen-
diri, yang termasuk di dalamnya hak untuk provi-
si-yang relevan bagi perjanjian internasional
untuk- hak-hak asasi manusia, pelaksangan hak
yang tak terpisahkan bagi kedaulatan Lcrhadap
_kekayaan dan sumberdaya alam. ;

:+ Pasal 9 lebih ditekankan kepada. pcmn dan
.'kuwapban negara unfuk mengambil langkah, pa-
da tingkat nasional, untuk mesealisasikan **Halk
‘Asasi atas Pembangunan’” dan menjamin kesa-
maan kesempatan unink semua di dalam akses
terhadap sumber-sumber dasar, pendidikan, pela-
yanan keschatan, pangan, perumahan, pekerjaan
dan pcmbaglan pendapatan yang layak. Pengu-
kuran yang efelif harns didakukan untuk menja-
min.-bahwa kaum perempuan memiliki peran
yang. aktif di dalam proses pembangunan, Refor-
masi ckonomi dan sosial yang tepat harus pula
dilakukan dengan pandangan untuk mengatasi
secmua masalah ketidak adilan sosial

Pelaksanaan Hak Asasi Pembangunan
. Sefelah melewali masa enam.tabiun diteri-
manya Deklarasi >*Hak Asasi atas Pembangun-
an’’.oleh Sidang Umum PRB pada bulan De-
sember 1986, masalah ini nampaknya belum
mendapat perhatian yang cukup dafd masyarakat
luas. Padahal deklarasi ini merupakan suatu
perkembangan yang meparik dart deklarasi hak-
hak asasi manusia dan beberapa konvensi interma-
sional lain scbelumnya. "Hak Asasi atas Pemba-
ngunan’’ merupakan generasi ketiza darl hak-hak
asasi manusia. Ini merupakan suatu hak solida-
ritas, hak kolckdl dan hak masyarakat bersama-
sama. Dan sebagaimana yang dinyalakan oleh
Nagendra Singh, Presiden faiernational Conrt for
Justice pada kesempatan seminar tentang Hukum
Internasional dan Pembangunan di Free Univer-
sity, Amsterdam pada bulan April 1987, resolusi
PEB ientang Hak Asasi atas Pembangunan’™
telah meneguhkan tanpa ragu-ragu bahwa hak
asasi atas pembangunan merupakan prinsip-
prinsip hultum intermasional yang diakui,

menjelang Sidang Umum PBB ke 46, bulan Sep-

tember 1991 yang lalu, telah dibicarakan berbagai -

hal yang berhubungan dengan 'Hak Asasi atas
Pembangunar’’ ini dalam konteks perdamaian
dan penyusunan {atanan dunia baru (New World
Order). Dr.-Sadako Ogata mengemukalkan

bahwa, scmonjak didirikannya Komisi Tinggi: - '

PBE untuk Pengungsi pada tahun 1951, telah

berhasil diselesaikan sckitar 26 juta pengungsi d1 ~

seluruh dunia. Sementara pada saat ini.masih ada -
sekitar 16 juta pengungst yang tersebar di berba-
gai belahan bumi, Menurat Dr, Sadako, masalah .
pengungsi, baik yang disebabkan oleh penggusur-
an internal, pencarian asylum maupun peng- -
ungsian akibat perang dan sebagainya, peme-
cahannya sangat berhubungan dengan masalah
perdamaian, keadilan dan pembangunan. Demiki-
an pula, para pengungsi hanya dapat diintegra-
sikan kembali dengan masyarakatnya, apabila di
dalam masyarakat tersebut dilakukan pemba-
ngunan scrta dilakukan upaya penyusunan tatan- .
an duniz baru pada ingkat internasional. i

Datam situasi dunia dan pembangunan yang-' '
masih memprihatinkan ini, PBB telah menye-
lenggarakan Konperensi tentang  The Global
Consultation on the Realization of the Right 10
Developient as a Human Rights'’ & kantor
pusat PBB di Jenewa, pada tanggal 8-12 Janoari
1990. Pada kesempatan tersebut telah diundang
para pakar terkemuka dalam berbagai bidang
serfa wakil-wakil darl berbagai lembaga di ling-
kungan PBBE, unit-unit yang berhubongan dalam
sckretariat PBB, lembaga-lembaga keuangan,
perdagangan dan pembangunan serta berbagal
lernbaga swadaya masyarakat intenasional, Suatu
upaya khusus juga telah dilakukan untuk menja-'.
min partisipasi dari wakil-wakil lembaga pem-
bangunan serta lembaga swadaya masyarakat,
khususnya mereka yang mempunyai pengalaman
langsung dengan prayek pembangunan,

Hasil dari konsultasi ini dibarapkan dapat
memberikan pengaruh vang penting terhadap
masa depan kegiatan PBE di dalam pem-

Tt el 1] ) 2 Lt
A T S Y S ST i ST e 4y

sessigns pada Konperensi Tahunan PBE LSM

YA ernnswic-bag b pes e St
Pembangunan Internasional untuk Dekade Peme-

AFKAR, NOMOR PERKEMNALAN, OKTOBER-DESEMBER 1992 25




TINJAUAN

bangunan PBB Keempat” (the Fourth United
Nations Development Decade). Dalam hu-
‘bungannya dengan persiapan *’Strategi Dekade
‘Pembangunan Keempat™ ini, masukan elemen
“hak-asasi ke dalam perencanaan konseptual dan
.ﬁstrategxs entang pembangunan akan membaniu
. untuk menjamin bahwa strategi *’Dekade
“Pembangunan Keempar” ini akan relevan bagi
-tahun:1990-an dan.masyarakat dunia akan
mendapau di dalam pekerjaan PBB suatu refieksi
dari Harapan dan wjuan mereka, Penikmatan dan
jaminan terhadap hak-hak-hak asasi manusia
akan menjadi elemen yang esensial dalam meng-
evaluasi perspekiif sosio-ekonomi di masa men-
datang. Faktor-faktor seperii ratifikasi terhadap
instrumen hak-hak asasi manusia dan tingkat
penghormazan terhadap berbagai hak-hak dasar
manusia, seperti kebebasan dari diskriminasi
rasial, ‘akses kepada pangan, kesehatan, pendidik-
an, hak untuk partisipasi dalam pengambilan
keputusan, dan kebebasan untuk berpikir dan
mengekspresikan diri secara bebas, akan harus
dijadikan pertimbangan dalam merealisasikan
tujuan’ pembangunan dalam konteks Dekade
Baru
-:Di dalam pernyataan pembukaannya, Jan
Martenson, pejabat Sckretariat Jendral PBB
untuk masalah Hak Asasi Manusia, mengemu-
kakan bahwa, merefleksikan ientang apa vang
dlmaksud dengan "’Hak Asasi atas Pembangun-
** sebagai Hak Asasi Manusia, perlu dicatat
pérmma bahwa, pembangunan yang dimaksud
oleh Deklarasi ini adalah Iebih luas dari sckadar
peningkatan yang terus-menerus di dalam indika-
tor ekonomi, Pembangunan adalah konsep yang
memiliki berbagai faset yang meliputi seluruh
manusia di dalam semua aspek hak-hak dasamya,
apakah itu hak ekonomi, sosial, budaya atau pun
hak sipil dan potitik, Pembangunan berarti peng-
hargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-
hak dasar masyarakat untuk memiliki akses terha-
dap berbagai sumberdaya untuk tumbih, Pemba-
ngunan relevan bagi semua manusia, apakah ia

Standar-standar spesifik di dalam Dekia:am
"Hak Asasi atas Pembangunan’ ini hendaknya_
dibaca di dalam hubungannya dengan bcrbaga.l
dokumen hak asasi lainnya, seperti Universal

Declaration on Human Rights, International

Covenants on Human Rights, The Proclamagion

of Teheran 1968, the Declaration on Social
Progress and Development 1969, the Unzversal:_
Declaration on the Eradicaiion of Hunger and -
Malpurition 1974, e

Seluruh isy tentang pembangunan di da]am
pengeriiannya yang luas menyentuh berbaga1
kegiatan dalam sistem PBB, dan harus ditemukan
jalan untuk melaksanakan standar hak-hak asasi
manusia dan mengimplementasikan mekanisme
untek menghadapi dan mengatasi kekurangan
gizi, kemiskinan, kematian anak-anak, kekurang- -
an pendidikan dan latihan kerja dan sederetan
masalah lainnya. Semua standar hak-hak asasi
manusia, di dalam pendekatan yang terpadu,- ter-
masuk penentuan nasib sendiri, demokratisasi
dan partisipasi masyarakat, termasuk hak sipil,
budaya, ckonomi, politik dan sosial, harus dite-
kankan di dalam pembangunan. (The Realization
of the Rights to Development, hal. 10 1}) D;
sana antara lain dikemukakan;

Diaicui masih banyak hambatan bagi pelaksanaan
hak asasi atas pembangunan sampal saat inl, Kurang
dihargainya hak-hak asasi manusia dan khususnya .
hak atas pembangunan ini tefah menimbulkan _
berbagai konflik dan ketidakstabilan. Antara lain - -
yang berupa serndkin meningkamya ketergantungan
nasional, hutang luar neger, perpindahan penc!uduk
secara paksa, menirgkainya modal terbang,
dermobilisasi sumber daya manusia dan kemsakan
lingkungan hidup. (Op.cit., hal. 48) i

Demikian pula transfer dan kontrol terhadap
sumber daya yang berada di negara-negara
berkembang bagi kepentingan negara-negara
maju, yang semakin iniensif semenjak tahun
1980-an, merupakan hambatan lain bagi pemba-
ngunan. Sebagaimana pula hainya berkembang-

ndep di daiam negara yang makmur maupon di
fegara- negara yang sedang berkembang.

T4 BEvHT HHEHE dan fenyesiaan sirakiaral
telah menjadi beban yang semakin berat bagi sek-
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tor yang lebih miskin dan lebih lemah dari ma-
syzirakat Ini semua mempunyai implikasi hak-
hak asasi manusia yang sangat nyata.

- Hambatan lain bagi pelaksanaan pembangun-
an:menurut konperensi realisasi *’Hak Asasi atas

Pembangunan’ tersebut adalah, berupa konsen-

“trasi kekuatan ckonomi dan politik di tangan ne-
'ga;ra -negara yang sangat maju, pembagian kerja

‘internasional dan berfungsinya lembaga Bretton
"Woods (Bank Dunia dan IMF), brain drain yang
disebabkan oleh kesenjangan tingkat upah dan
pendapatan antar negara, pembatasan terhadap
wransfer teknologi serta bentuk-bentuk proteksi-
OnisSme terienty,

-Tidak kurang pentingnya pula, masalah kega-
galan untuk menjadikan prisnsip-prinsip " Hak
Asasi atas Pembangunan’® dalam pembuatan
perjanjian antara negara-negara berkembang
dengan Bank Dunia dan Intemational Monetary
Fund, dan bank-bank komersial lainnya tentang
pembayaran kembali hutang luar negeri dan
penyesuaian struktoral, telah menjadikan ham-
batan bagi pelaksanaan hak asasi bagi pem-
bangunan dan hak-hak asasi manusia lainnya.
Demikian pula pola nilai tukar yang berlaku pada
saat ini, kebijakan kenangan dan beberapa per-
syaratan yang dihubungkan dengan bantuan
bilateral dan multilateral, yang dilakukan dengan
proses pengambilan keputusan sscara tidak de-
mokratis dalam lembaga-lembaga ckanomi,
keuangan dan perdagangan internasional, (Ibid )

Nampaknya masih panjang jalan menuju
realisasi “"Hak Asasi atas Pembangunan® dan
hak-hak-hak asasi manusia Tainnya. Terutama di
dalam masyarakat yang sedang mengalami pro-
ses globalisasi ini. Namun demikian nampak ada
secercah cahaya harapan, yang berupa semakin
disadarinya esensialnya masalah hak-hak asasi
manusia ini di dalam proses pembangunan. Un-
tuk ity berbagai diskursus tentang masalah hak-
hak asasi manusia dan khususnya hak atas pem-

bangunan ini perfu untuk semakin di tingkatkan, |
DPemikian pula pendidikan tentang hak-hak asasi
manusia, scria reahsasmya di dalam program

pembangunan. - . =
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